
II.  TINJAUAN  PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian

hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan

ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum (Satipto Rahardjo,

tt: 15).

Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas

penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai

kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan

demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu

penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah

tersebut kemudian menjadi  pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang

dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian

antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila

terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam
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idah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menggangu

kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 5) penegakan hukum bukan semata-mata berarti

pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia

kecendurangan adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu

populer. Bahkan ada kecendurangan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas

mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan

pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan

hidup masyarakat.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara

membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah

dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam

penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara

penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto (1986: 113) penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara

sebagai berikut:
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1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya  penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa

menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah

hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian

pengawasan pada objek kriminalitas.

b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan

lingkungan.

c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya

kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalan penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada

pemberatasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana

yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan,

penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari

politik kriminal.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief

(2005: 157) menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa

tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk
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mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang

tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-

tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang

yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini

dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legistatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang

melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan
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demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan,

aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman

pada peraturan perundangan-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat

undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jelas harus merupakan jalinan tantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya

dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat,

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan  perwujudan

konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum

tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan

hukum  tersebut  yang  harus  ikut  serta,  yaitu  masyarakat  itu sendiri  dan

penegak  hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep--

konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan

kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan

maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula

peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempuna,
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melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.  Untuk

merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme

aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan ketrampilan baik dalam

menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 5), penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana. hukum tersebut

berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk

melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka

akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  Oleh karena itu

suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak
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bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan

hanya mencakup “law enforcement” saja, akan tetapi juga “peace maintenance”,

karena penyelenggaraan hukum sesunguhnya merupakan proses penyerasian antara

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai

kedamaian.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan

oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan

yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga

masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan

dengan fasilitas yang mendukungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur, antara lain sebagai

hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan

doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling

bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara

perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan

harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga

masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak  Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau

kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy  (1995: 87)

yang mengatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi
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penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu

kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.   Dalam

kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif

manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat,

harus diaktualisasikan.

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu

perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini

cenderung pada hal-hal yang praktis konvesional, sehingga dalam banyak hal polisi

mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan

Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan

wewenangnya kepada Jaksa.   Hal ini karena secara tekhnis-yuridis polisi dianggap

belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus

diemban oleh polisi begitu luas dan begitu banyak.

4. Taraf  Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum,

masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang

tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya

merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum,  dan

perilaku hukum.
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5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari

perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture, culture,

subculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat

menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi

kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum

harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Irian Jaya

akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam

penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam

penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati

titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk

dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada

perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang

lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum

merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga

dijadikan panutan hukum oleh masyarakat.

C. Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan
Berbahaya

Konsumen sebagai pihak yang selalu menjadi korban dalam kegiatan ekonomi dan

dalam perkembangan masyarakat industri sejak dahulu dan entah hingga kapan,

menuntut adanya perbaikan posisi. Posisi konsumen yang sementara ini hanya dinilai



21

sebelah mata nampaknya harus mulai diperhatikan sungguh-sungguh. Hal ini terbukti

dengan makin maraknya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Mereka melakukan

berbagai upaya untuk mendapatkan hak yang semestinya diperoleh.

Hak-hak konsumen sebagaimana dinyatakan oleh Zumrotin K. Susilo (1996: 8)

adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan keamanan.

2. Hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar.

3. Hak untuk memilih barang/jasa yang diperlukan.

4. Hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

5. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Hak-hak konsumen yang diajukan oleh Zumrotin K. Susilo ini sering disebut dengan

istilah "Panca Hak Konsumen".  Selain Zumrotin K. Susilo, Az. Nasution (1995:

188) mengusulkan bahwa hak-hak konsumen hendaknya meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan.

2. Hak atas informasi tentang barang atau jasa konsumen.

3. Hak memilih dan perlindungan kepentingan-kepentingan ekonominya.

4. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

5. Peradilan konsumen yang efektif .
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Munculnya ide agar hak-hak konsumen diperhatikan pada dasarnya merupakan

manifestasi dari gerakan perlindungan konsumen yang muncul pada tahun 1960-an.

Gerakan ini didasarkan atas berbagai kondisi yang dirasakan semakin lama semakin

merugikan konsumen. Gerakan ini dikenal dengan gerakan perlindungan konsumen

(consumerisme) yang berawal dari negara-negara industri maju dan selanjutnya

berkembang ke seluruh dunia.

Konsumerisme atau gerakan perlindungan konsumen merupakan gerakan yang

ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penyalah gunaan

kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan konsumen kepada produsen. Philip

Kotler (dalam Az. Nasution, 1995: 36) mendefinisikan gerakan perlindungan

konsumen sebagai berikut: “Consumerism is an organized movement of concered

citizens and government to ennance the right and power of buvers in relation to

selle”.

Gerakan ini pada awalnya lebih terkesan sebagai gerakan moral (moral force) yang

berusaha menyadarkan para pengusaha/produsen atau korporasi akan tanggng

jawabnya terhadap konsumen. Pada perkembangan berikutnya gerakan ini telah

menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dalam sebuah industri. Sehingga terjadi

pergerakan yang awalnya bersifat moral dan personal menjadi moral yang

institusional.

Sejak adanya pidato monumental yang disampaikan oleh presiden J.F Kennedy pada

tahun 1962 maka berkembanglah organisasi-organisasi baik yang dibuat masyarakat
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maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di

indonesia pada tanggal 11 Mei 1973 berdirilah Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) di Jakarta yang kemudian diikuti beberapa daerah seperti

Bandung, Semarang, Surabaya, Yogya, Medan, Aceh, Padang dan  Ujung Pandang.

Hingga kini jumlah lembaga konsumen di Indonesia adalah 22 organisasi  (Zumrotin

K. Susilo, 1996: 2).

Di tingkat Internasional pada tahun 1980 berdiri International Organization of

Consumers Union (IOCU) yang didukung oleh organisasi konsumen yang berasal

dari lima negara yaitu Amerika, Inggris, Belanda, Belgia, Australia. Organisasi ini

berkedudukan di Den Haag (Belanda). Jumlah organisasi yang ikut dalam organisasi

tersebut berjumlah ratusan. YLKI telah menjadi anggota sejak tahun 1975 dan pada

kepengurusan tahun 1990-1994 anggota pengurus YLKI ada yang terpilih menjadi

Presiden IOCU  (Az. Nasution, 1995: 33).

Adanya organisasi konsumen ini dapat menjadi kekuatan penekan bagi para

produsen agar dalam menyajikan produknya lebih bertanggung jawab. Lebih jauh

lagi, munculnya gerakan perlindungan konsumen membawa konsekuensi adanya

resolusi PBB yang berrhubungan d engan perlindungan konsumen serta berbagai

peraturan perundangan yang dibuat oleh setiap negara dalam memberikan

perlindungan hukum bagi para konsumen.

Instrumen internasional yang telah membahas tentang pentingnya perlindungan

hukum bagi konsumen tertuang dalam Resolusi PBB 39/248 tahun 1985 yang
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disebut dengan "Guildelines for Consumer Protection" yang menggariskan bahwa

kepentingan konsumen adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamananya.

b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka

kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan

kebutuhan pribadi.

d. Pendidikan konsumen.

e. Tersedianya ganti rugi yang efektif.

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang

relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk

menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan mereka  (Az. Nasution, 1995: 76).

Resolusi PBB ini telah menandai adanya perhatian masyarakat internasional untuk

memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam resolusi ini secara tegas dikatakan

bahwa: "Consumers should be protected from such contractual abuses as one sided

standart contracts, exclusion of essential right in contracts  and undonscionable

conditions of credit by sellers".

Berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan yang berbahaya,

sebenarnya telah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu, yaitu Undang-
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Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (disingkat UU Pangan).  UU Pangan ini

mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pangan.  Menurut Pasal 1 sub (1)

UU Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah  segala sesuatu yang berasal dari

sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Selanjutnya dalam Pasal 1 sub (2) UU Pangan dijelaskan pula pengertian Pangan

Olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu

dengan atau tanpa bahan makanan.  Makanan yang dimaksud dalam skripsi ini

termasuk dalam pengertian Pangan Olahan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 UU Pangan ditentukan, bahwa setiap orang yang

memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai

tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal

yang ditetapkan (ayat (1)).  Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang

dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau

proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)  (ayat (2)).

Demikian pula dalam Pasal 21 UU Pangan diatur ketentuan mengenai Pangan

Tercemar sebabagi berikut:

Setiap orang dilarang mengedarkan:
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a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat
merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas
maksimal yang ditetapkan;

c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam
kegiatan atau proses produksi pangan;

d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau
mengandung bahan nabati atau jewani yang berpenyakit atau berasal
dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi
manusia;

e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pelanggaran terhadap produksi pangan/makanan yang berbahaya/beracun merupakan

tindak pidana dan diancan pidana  berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU

Pangan. Pasal 55 UU Pangan menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja:

a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak
memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan
pangan atau menggunakan bahan tambahanan pangan secara
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan
dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang
merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

d. mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

e. memperdagangkan pangan yang tidak emmenuhi standar mutu yang
diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;

f. memperdagangkan pangan yang mutunya bebrbeda atau tidak sama
dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf  b;

g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi
mutu pangan, sebagimana diamksud dalam Pasal 26 huruf c;
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h. menggganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun
kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).


